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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam suatu transaksi jual beli tanah di kota Padang, banyak masalah 

terkadang yang timbul di karenakan transaksi jual beli dari tanah tersebut 

tidak melibatkan seluruh anggota kaum yang ada, jika penjualnya adalah 

kaum dimana MKW (mamak kepala waris) yang di tuakan dalam kaum 

tersebut. Salah satu transaksi jual beli di nyatakan batal jika surat 

persetujuan kaum waktu transaksi jual beli di kantor PPAT tidak di 

lampirkan dan anggota kaum berhak menuntut secara hukum untuk 

membatalkan transaksi jual beli tersebut. Jual beli hak atas tanah dan 

bangunan harus dilakukan di hadapan PPAT dan diwujudkan dalam Akta 

Jual Beli (AJB) sebagai tanda bukti telah dipenuhinya sifat terang dan 

nyata(rill) yang merupakan syarat sahnya perbuatan hukum yang 

bersangkutan. 

Penandatanganan AJB dapat dilakukan dengan lancar jika syarat-

syarat dan dokumen dapat dipenuhi. Problem yang sering muncul adalah 

ketika sertifikat hak atas tanah masih dalam proses pengurusan misalnya 

masih dalam tahap pemecahan, masih dalam proses penerbitan sertifat 

baru di BPN, atau proses lainnya. Sedangkan pihak pemilik tanah terdesak 

oleh kebutuhan untuk segera menjual tanah tersebut. 
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Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan 

perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah. Pada dasarnya jual beli 

tanah dapat dilakukan meski tanah belum bersertifikat atau sertifikatnya 

masih dalam proses di BPN, dengan cara membuat akta pengikatan jual 

beli tanah. Pengikatan dimaksudkan sebagai perjanjian pendahuluan dari 

maksud utama para pihak untuk melakukan peralihan hak atas tanah. 

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana penjual berjanji kepada 

pembeli atau di mana para pihak saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu hal, dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara para pihak 

tersebut yang dinamakan pengikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu 

pengikatan kedua belah pihak. Penandatanganan akta perjanjian jual beli 

tersebut merupakan bukti untuk jual beli akan dilaksanakan jika sertifikat 

sudah terbit atas nama pembeli di BPN. Jika sertifikat sudah terbit atas 

nama pembeli maka, akta jual beli baru bisa dilaksanakan. 

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum Yang Berwenang 

untuk membuat Akta Otentik. Pembuatan Akta Otentik ada yang 

diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka 

menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.  

Jual beli tanah pada umumnya dilakukan dengan pembayaran tunai 

menggunakan uang tunai. Jual beli tanah dapat pula dilakukan 

menggunakan alat pembayaran lain yang sah seperti cek/bilyet giro. 

Namun hal ini jarang dilakukan oleh masyarakat. Cek merupakan surat 

berharga yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran tunai 

secara giral. Artinya pembayaran tidak dilakukan dengan uang tunai 
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namun menggunakan sebuah surat berharga dengan nilai uang tertentu 

kepada pihak tertentu. Pembayaran menggunakan cek merupakan 

pengganti uang chartal. Pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan cek 

yaitu penerbit merupakan orang yang menerbitkan atau menarik sejumlah 

dana dari rekeningnya ke dalam cek; tersangkut yaitu pihak Bank yang 

memberikan fasilitas cek; pembawa yaitu orang yang ditunjuk untuk 

mencairkan cek; pemegang yaitu orang yang diberi hak atau yang 

membawa cek untuk mencairkan cek; pengganti, merupakan orang yang 

menggantikan pemegang atau kepada endosemen. Pembayaran cek 

dilakukan oleh tersangkut atas perintah penerbit atas sejumlah uang 

tertentu kepada pihak tertentu, yaitu pembawa maupun pemegang cek. 

Pembayaran cek dapat dilakukan selama cek tidak dibatalkan oleh 

penerbit. Meskipun cek tersebut dapat dibatalkan namun tetap harus 

menunggu masa berakhir yaitu setelah 70 hari sejak diterbitkan selama cek 

tersebut belum diambil atau diuangkan kepada bank oleh pemegang. 

Selain itu cek mempunyai masa kadaluarsa salama enam bulan lamanya. 

Jual beli tanah menggunakan cek berarti pembayaran atas harga tanah 

dibayar menggunakan cek. Pembayarana dengan cek pada umumnya tidak 

langsung dapat dicarikan dananya, tergantung dari ketersedian dana dari 

penerbit. Hal ini menyebabkan pembayaran harga tanah tergantung dari 

ketersediaan dana dari penerbit cek. Hal ini menyebabkan waktu 

pembayaran harga tanah juga tergantung dari ketersediaan dana pada cek. 

Selain itu pembayaran dengan cek tergantung pula dengan waktu jatuh 

tempo cek. Pada perjanjian jual beli tanah menggunakan cek sebagai alat 
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pembayaran antara penjual dan pembeli dapat menimbulkan masalah 

mengenai waktu pembayarannya maupun ketersediaan dana dalam cek. 

Masalah tersebut seperti kapan penjual menyerahkan sertipikat tanah, 

apakah saat pembeli menyerahkan cek atau saat penjual mencairkan cek 

dan dana sudah diterimanya. Masalah tersebut berlanjut pada saat 

penandatanganan akta jual beli tanah, yaitu kapan ditandanganinya akta 

jual beli. Apakah akta jual beli tanah ditandatangani setelah atau sebelum 

pembayaran tanah dilunasi sementara pembayaran menggunakan cek atau 

giro pada umumnya tidak dilakukan seketika namun terdapat jangka 

waktu, misalnya menunggu ketersediaan dana dari penerbit
1
. 

Fenomena yang terjadi di PPAT Indra Jaya jual beli tanah 

menggunakan cek atau giro jarang dilakukan. Namun ada masyarakat yang 

melakukan jual beli tanah menggunakan cek atau giro. Jual beli tanah 

menggunakan cek atau giro ada yang dilakukan di hadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) saat terjadinya transaksi jual beli dan ada 

juga yang dilakukan di bawah tangan. Pada jual beli tanah yang dilakukan 

di bawah tangan pembuatan akta jual beli diserahkan kepada pembeli 

kapan akan dilakukan pembuatan akta jual beli tanah tersebut beserta 

pendaftaran peralihan hak atas tanah pada kantor pertanahan. Transaksi 

jual beli tanah menggunakan cek atau giro di PPAT Indra Jaya pada 

umumnya dilakukan oleh para pihak yaitu penjual dan pembeli yang sudah 

saling kenal. Hal ini menyangkut masalah kepercayaan antara para pihak 

karena pembayaran dengan cek atau giro bukan merupakan transaksi jual 

                                                 
1
 G.H.S. Lumbang Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), 

Erlanga, Jakarta, hal.41.  
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beli secara kontan atau tunai namun ada jangka waktu tertentu untuk 

menyelesaikan pembayaran. 

 

Menurut pasal 1457 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) mengatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 

suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan. Sedangkan barang yang menjadi objek jual beli tanah dan 

bangunan adalah hak atas tanah dan bangunan. 

Pada transaksi jual beli tanah tanah menggunakan cek/bilyet giro di 

hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pembayaran dilakukan di 

hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selanjutnya 

penandatanganan akta jual beli dilakukan setelah penjual mencairkan 

cek/bilyet giro yang diterimanya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak 

diinginkan seperti adanya cek/bilyet giro kosong sertipikat tanah objek 

jual beli disimpan di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Proses 

selanjutnya dilakukan setelah pembayaran jual beli tanah selesai. Jual beli 

tanah menggunakan cek/bilyet giro sebagai alat pembayaran lebih rumit 

karena tidak tuntas seperti jual beli menggunakan uang cash. Hal inilah 

peran notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dibutuhkan 

untuk merumuskan bagaimana perjanjian jual beli tanah menggunakan 

cek/bilyet giro sebagai alat pembayaran. Perumusan akta jual beli tanah 

yang tepat diperlukan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. 

Perkembangan sekarang transaksi perbankan dilakukan secara elektronik, 
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termasuk pemindah bukuan dana cek/bilyet giro. Pemindah bukuan 

cek/bilyet giro dilakukan oleh petugas bank. Pemindahbukuan dana 

cek/bilyet giro oleh petugas bank melalui sarana elektronik dapat 

dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Menurut Pasal 1 ke 2 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik bahwa transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang 

dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau 

media elektronik lainnya
2
.  

Dalam hal meningkatkan sumber penerimaan negara dari pajak, 

PPAT juga berperan besar karena mereka ditugaskan untuk memeriksa 

dan memastikan telah dibayarnya Pajak Penghasilan (PPh) dari 

penghasilan akibat pemindahan hak atas tanah dan Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).  

Sebelum pembuatan akta, PPAT wajib melakukan pemeriksaan 

kesesuaian sertifikat dengan data dalam buku tanah pada Kantor 

Pertanahan. Apabila pada saat pendaftaran peralihan hak atas tanah, hak 

atas tanah menjadi objek sengketa, pihak-pihak yang berkepentingan dapat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan
3
. 

Fungsi PPAT cukup besar dalam bidang pelayanan masyarakat 

yang mana merupakan pendorong untuk peningkatan pembangunan 

nasional, serta dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan 

                                                 
2
 Pasal 1 ke 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik bahwa transaksi Elektronik 

3
 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
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perlindungan hukum di Negara kesatuan Republik Indonesia. Namun 

demikian PPAT sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta-

akta mengenai jual beli tanah harus memiliki kemampuan Khusus 

dibidang pertanahan agar akta-akta yang dibuatnya tidak menimbulkan 

permasalahan dikemudian hari, mengingat akta-akta yang dibuatnya dapat 

digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya perbuatan hukum peralihan 

hak maupun pembatalan hak atas tanah.  

Apabila penyebab permasalahan timbul karena kelalaian yang 

dilakukan PPAT, maka berakibat akta tersebut bias dibatalkan oleh salah 

satu pihak karena, tidak mepunyai kekuatan hukum atau tidak 

terpenuhinya syarat subjektif. Apabila penyebab permasalahan timbul 

akibat ketidak jujuran klien terkait kebenaran syarat administrasi sebagai 

dasar pembuatan akta yang bisa berakibat akta tersebut batal demi hukum 

karena tidak terpenuhinya syarat objektif. 

Peralihan hak atas tanah merupakan salah satu peristiwa dan/atau 

perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak atas 

tanah dari pemilik kepada pihak lainnya. Peralihan tersebut bisa disengaja 

oleh karena adanya perbuatan hukum seperti jual beli, sewa-menyewa dan 

sebagainya, dan juga tidak disengaja karena adanya peristiwa hukum 

seperti peralihan hak karena warisan. Berdasarkan uraian di atas, penulis 

tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai topik yang telah diuraikan 

dan oleh karena itu, mengangkat topik tersebut menjadi sebuah penelitian 

yang berjudul “Tanggungjawab PPAT dalam Pembuatan Akta Jual 
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Beli Tanah Di  Kota Padang (Studi Kasus: PPAT atau Notaris Indra 

Jaya, S.H.)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana TanggungJawab PPAT dalam jual beli hak atas tanah 

dan akibat hukumnya? 

2. Apa Hambatan PPAT Indra Jaya dalam transaksi jual beli tanah 

pembayaran menggunakan cek/bilyet giro yang tidak tunai? 

C. Tujuan Penelitian 

Di dalam suatu penelitian sudah pasti harus dapat memberikan 

tujuan yang jelas, supaya terarah serta mengenai sasarannya. Adapun 

tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini, adalah sebagai 

berikut : 

1. Tujuan Objektif: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisa Tanggung Jawab 

PPAT dalam jual beli hak atas tanah.  

b. Untuk mengetahui dan menganalisa Hambatan PPAT Indra 

Jaya dalam transaksi jual beli tanah pembayaran 

menggunakan cek/bilyet giro. 

2. Tujuan Subjektif: 

a. Untuk memperoleh data yang akan penulis pergunakan 

dalam penyusunan skripsi sebagai syarat dalam mencapai 

gelar ke sarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Bung Hatta Padang. 
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b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis 

dalam penelitian hukum pada khususnya di bidang hukum 

Agraria. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu rangkaian langkah yang 

dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau 

jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Adapun jenis penelitian yang 

penulis lakukan adalah jenis penelitian hukum sosiologis. 

Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian lapangan, yaitu 

penelitian yang dilaksanakan dilapangan untuk memperoleh data primer. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai tanggung jawab 

PPAT dalam melaksanakan jual beli hak atas tanah di Kota Padang. 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini mengambil penelitian deskriptif, penelitian deskriptif 

adalah suatu metode riset yang memiliki tujuan untuk menjelaskan secara 

spesifik peristiwa alam dan social yang terjadi di masyarakat 
4
. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian dalam judul “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) dalam Jual Beli Hak Atas Tanah di Kecamatan Kuranji 

Kota Padang dilakukan mengambil lokasi di Kantor PPAT Indra Jaya, 

S.H. Di Kota Padang. 

                                                 
4
 Punanji Setyosari “Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan, 2010. 
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4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan, data 

primer ini berupa hasil wawancara pada PPAT Indra Jaya, Anwar selaku 

penjual dan H. Andri Jaya selaku pembeli tanah.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-

bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 

penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan tanggung 

jawab PPAT dalam jual beli tanah di Kota Padang. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan 

responden/narasumber. Dalam wawancara tersebut, telah dipersiapkan 

pertanyaan dalam bentuk semi terstruktur, yang tidak menutup 

kemungkinan pada saat wawancara berlangsung ada pertanyaan baru yang 

timbul untuk mendukung kesempurnaan data. 

b. Studi dokumen 

Studi dokumen adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mempelajari perturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku-

buku kepustakaan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun 

elektronik yang berhubungan dengan permasalahan. 

c. Analisa Data 
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Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif, karena menghasilkan 

data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-

orang atau perilaku yang diamati. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang 

menggambarkan hasil penelitian. 

 


